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ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk mengangkat konsep dan permasalahan bagi hasil
perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat kembali konsep bagi
hasil dalam ekonomi Islam, mengungkapkan praktik bagi hasil dengan metode profit
dan revenue sharing pada perbankan syariah di Indonesia dan mengidentifikasi
permasalahan yang ada pada perbankan syariah. Dalam praktiknya bank syariah di
Indonesia menggunakan dua konsep produk bagi hasil, yaitu akad mudarabah dan
musyarakah. Bagi hasil yang diterapkan menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan profit sharing dan revenue sharing. Dalam praktiknya kedua pendekatan
sistem bagi hasil ini masih mengacu kepada exspektasi rate dengan angka persentasi
tertentu (flat) dari jumlah modal kerja yang diberikan. Di samping itu, berbagai
permasalahan muncul seiring penerapan sistem bagi hasil pada perbankan syariah,
dimulai dari minimnya porsi penggunaan akad bagi hasil dalam lembaga perbankan
syariah, impormasi yang tidak sempurna, moral hazard, pengawasan, risiko kredit
macet, dan sikap enggan pihak perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan
berbasis bagi hasil.
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A. PENDAHULUAN

Hasan dan Dridi (2010), mengkaji kinerja bank syariah dan bank
konvensional selama krisis global tahun 2008 dengan melihat dampak krisis terhadap
profitabilitas, kredit dan pertumbuhan aset, dan peringkat eksternal terhadap bank
syariah dan konvensional di berbagai negara. Bank syariah lebih tangguh
dibandingkan bank konvensional karena kegiatan bank syariah lebih erat terkait
dengan ekonomi riil (Hanif, 2014) dan cenderung mengurangi kontribusi terhadap
ekses dan gelembung ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh H. Kassim dan
Abd. Majid (2010), menyimpulkan bahwa bank Islam relatif lebih tahan terhadap
guncangan keuangan dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian ini
dilakukan di Malaysia tahun 1997-2007.

Di Indonesia, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan
pasca terjadinya krisis tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas (Herijanto,
2013). Hal ini dilihat dari pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, dan ekspansi
pelayanan dengan jaringan kantor yang semakin meluas hingga ke 33 provinsi di
Indonesia. Makin luasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran
perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini.
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Optimisme masyarakat Islam Indonesia perbankan syariah akan tampil sebagai garda
terdepan atau lokomotif terwujudnya financial inclution. Ini juga yang menjadi misi
dasar dan utama syariah, yakni pengentasan kemiskinan dan pembangunan
kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Nengsih, 2015).

Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2016, penyaluran
dana masih didominasi piutang murabahah sebesar Rp.126,179 Triliyun (56,8%),
diikuti pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 66,313 Triliyun (29,8%), pembiayaan
mudarabah sebesar Rp. 15,298 Triliyun (6,9%), ijarah sebesar Rp. 9,535 Triliyun
(4,3%), piutang gardh yang hanya sebesar Rp. 4,057 Triliyun (1,8%) dan pembiayaan
istishna sebesar Rp.794 juta (0,4%).

Tabel 1
Posisi Pembiayaan Syariah di Indonesia
Per Juni 2016

No Pembiayaan Jumlah Piutang Persentase
1 Murabahah Rp.126,179 Triliyun 56,8%

2 Musyarakah Rp. 66,313 Triliyun 29,8%

3 Mudarabah Rp. 15,298 Triliyun 6,9%

4 ljarah Rp. 9,535 Triliyun 4,3%

5 Qardh Rp. 4,057 Triliyun 1,8%

6 Istishna Rp. 794 Milyar 0,4%

Sumber: Data Rekap Perkembangan Perbankan Syariah, Tahun 2016

Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari’ah di Indonesia
terbagi kepada dua sistem, yaitu; pertama, profit sharing yaitu sistem bagi hasil
yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama
usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses
usaha tersebut. Kedua, revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan
kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-
biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam perbankan syari’ah Indonesia, kedua sistem bagi hasil tersebut boleh
diberlakukan sesuai dengan mandat DSN-MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang
Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, bahwa
pembagian hasil usaha di dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada
prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan
setelah dikurangi modal (rasu al-mal) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan
pada prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari
pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal); dan masing-masing memiliki
kelebihan dan kekeurangan (MUI, 2014)

Di sisi lain prinsip bagi hasil perlu ditumbuhkembangkan menjadi produk
pavorit bagi masyarakat dan praktisi perbankan, sehingga dapat menggerakkan
sektor riil yang menjadi dasar pergerakan perekonomian bangsa, karena akad bagi
hasil ini lebih dekat dengan aktivitas riil. Hal ini sejalan dengan Islam yang lebih
menginginkan pergerakan aktif pada sektor riil.
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B. KAJIAN TEORI
1. Kerjasama Usaha dalam Islam

Kerjasama usaha/perseroan  (syirkah) secara bahasa bermakna
penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi satu sama
lain. Menurut syariah, perseroan (syirkah) adalah akad/transaksi antara dua orang
atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan
maksud mencari keuntungan. Akad/transaksi perseroan mengahruskan adanya ijab
dan gabul sekaligus. Sebagaimana layaknya akad/transaksi yang lain (Nabhani,
2009).

Ijab adalah salah seorang berkata kepada lainnya, “Saya bekerjasama
dengan Anda dalam urusan ini.” Kemudian yang lain menjawab (qabul). “Saya
terima.” Akan tetapi, tidak selalu harus menggunakan ungkapan di atas, yang
penting bermakna sama. Artinya, dalam menyatakan ijab dan gabul tersebut harus
ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu diantara mereka mengajak
kepada yang lain, baik secara lisan maupun tulisan untuk mengadakan kerjasama
(perseroan) dalam suatu urusan bisnis. Kemudian yang lain menerima akad
kerjasama bisnis tersebut. Karena itu, sekedar bersepakat untuk bekerja sama saja
masih belum bisa dikatakan telah terjadi akad/transaksi, akan tetapi harus ada
objek akad/transaksi, yaitu berupa pengelolaan harta.

Kerjasama usaha/perseroan hukumnya boleh/mubah. Alasannya, pada saat
Muhammad diutus sebagai rasul, banyak orang telah memperaktikkan perseroan
(kerjasama) ini. Rasulullah saw. pun mengakui praktik semacam ini. Dengan
demikian, pengakuan Rasulullah saw. terhadap praktik perseroan yang dilakukan
banyak orang ini merupakan dalil syariat atas kebolehannya.

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
(atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono,2004).

Musyarakah amlak tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya
yang mengakibatkan kepemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam
musyarakah ini, kepemilikan antara dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah
asset yang nyata dan berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh asset tersebut.
Musyarakah ini bukan disebabkan adanya perjanjian di antara pihak (tanpa
adanya akad atau perjanjian terlebih dahulu).

Musyarakah ‘uqud tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang
atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah
mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian dalam usaha itu.
Musyarakah ‘uqud terbagi menjadi bermacam-macam antara lain: musyarakah
al-inan, al-mufawadah, al-a’mal, al-wujuh dan al-mudarabah. Akan tetapi
dalam aplikasi di perbankan dipergunakan syirkah mudarabah, pada
pembiayaan proyek-proyek modal ventura.

Pada pembiayaan proyek, musyarakah biasanya diaplikasikan untuk
pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana
untuk pembiayaan proyek. Setelah proyek tersebut selesai, maka nasabah
mengembalikan dana sebagai modal bersama bagi hasil yang telah disepakati
bersama untuk pihak perbankan.
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Sedangkan modal ventura, lembaga keuangan khusus yang dibolehkan
melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan
dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu
tertentu, dan setelah itu bank melakukan divertasi atau menjual sahamnya, baik
secara singkat maupun bertahap.

Menurut M. Nejatullah Siddiqi, ketentuan-ketentuan pembagian hasil
dalam kemitraan syirkah adalah pertama, kerugian merupakan bagian modal
yang hilang karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang
diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat
menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian
modalnya.

Kedua, keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian
yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap
mitra usaha harus ditentukan sesuai dengan bagian tertentu atau prosentase.
Tidak ada jumlah tertentu yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.

Ketiga, dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan
menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan
pada akhirnya jumlah nilai dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut,
modal awal akan disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan
dianggap keuntungan atau kerugian.

Keempat, pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha
boleh meminta bagian mereka, hanya jika para penanam modal awal telah
memperoleh kembali investasi mereka, juga apabila sebagai pemilik modal yang
sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

Sistem Bagi Hasil dalam Musyarakah

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud syirkah adalah syirkah ‘uqud.
Syirkah ‘uqud ada yang sahih dan ada yang fasid. Syirkah yang fasid adalah
syirkah yang tidak dipenuhi salah satu syaratnya. Jika fasid maka menurut ulama
Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah keuntungannya dibagi sesuai dengan
modal awal masing-masing dan jika syirkah itu sahih (terpenuhi syarat-syarat
syirkah), maka pembagian hasilnya disesuaikan dengan jenis syirkahnya.
Syirkah ‘Inan

Penentuan bagi hasil dalam syirkah ‘inan tidak ditentukan dengan jumlah
yang pasti, melainkan pembagian keuntungan harus dilakukan dengan
perbandingan persentase tertentu. Dan penentuan bagi hasil tersebut harus
ditentukan dalam kontrak.

Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan tergantung pada
besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda jika modal berbeda-
beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan masing-masing pihak. Ulama Hanabilah
seperti pendapat di atas membolehkan keadaannya kelebihan keuntungan salah
seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah pembagian keuntungan
bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing
sama, maka pembagian keuntungan juga harus sama, akan tetapi jika modal
sama namun pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah
menjadi batal.
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Syirkah Mufawadah

Sebagaimana syarat-syarat yang ada di atas, bahwa dalam syirkah
mufawadah harus ada kesamaan dalam modal, wewenang, pembagian
keuntungan dan agama. Begitu pula jika terjadi kerugian, kedua belah pihak
harus menanggung bersama-sama kerugian yang timbul dari akibat usaha yang
mereka jalankan bersama.

Karena modal yang diinvestasikan sama, maka pembagian keuntungan
juga harus dibagi kepada kedua belah pihak secara bersama-sama sesuai dengan
proporsi modal. Demikian juga dengan kerugian harus ditanggung bersama
antara para pihak.

Syirkah Abdan

Pembagian laba pada syirkah ini bergantung pada tanggungan bukan
pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat
melakukkan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan.
Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-
masing anggota syirkah dapat berbeda-beda begitu juga keuntungan yang
diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap
pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berkaitan kerugian di pihak
yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota
syirkah. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan
dengan perbandingan upah masing-masing, tidak dibebankan pada anggota yang
mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.

Syirkah Wujuh

Pembagian keuntungan hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian
mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab syirkah ini
didasarkan pada kadar tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli
baik dengan harta maupun pekerjaan. Dengan demikian, keuntungan pun harus
diukur berdasarkan tanggung jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar
tanggungan masing-masing. Bila terjadi kerugian para anggota seluruhnya
memikul resiko bersama-sama sesuai dengan berat dan ringannya tanggung
jawab masing-masing.

Syirkah Mudarabah

Keuntungan usaha dalam syirkah ini dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal
selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun demikian, kedua
pihak akan bersama-sama menanggung resiko, di satu pihak pemilik modal
menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana akan mengalami
kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang telah dikeluarkan. Seandainya
kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si
pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Karim, 1993).

Pembagian keuntungan maupun Kkerugian tidak harus sesuai dengan
pembagian penyertaan modal, dengan kata lain terbuka kemungkinan yang lain
dari pada itu (dapat kurang lebih dari perbandingan modal), asal saja ketentuan
tersebut lebih dahulu diperjanjikan pada waktu perjanjian di buat, dengan
berpegang pada nilai-nilai keadilan.

69



b. Mudarabah

Secara teknis, mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak, di mana pihak pemilik modal (shahibul mal) menyediakan modal,
sedangkan pihak pengelola (mudarib) menjalankan usahanya.

Secara umum Syafi’i Antonio membagi mudarabah menjadi dua jenis
yaitu mudarabah mutlagah dan mudarabah mugayyadah. Mudarabah
mutlagah adalah bentuk transaksi kerjasama antara shahibul mal dan mudarib
yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,
waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fighi ulama salafus saleh
seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi'ta (lakukan sesukamu)
dari shahibul mal ke mudarib yang memberikan kekuasaan sangat besar.

Mudarabah mugayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted
mudarabah / specified mudarabah adalah kebalikan dari mudarabah mutlalgah.
Pihak mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha.
Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum pihak
sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Aplikasi produk mudarabah dalam pembiayaan, sering diterapkan untuk
pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Sedangkan
dalam investasi khusus digunakan transaksi mudarabah mugayyadah, di mana
sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang
telah ditetapkan oleh sahibul mal.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam transaksi mudarabah pada
dasarnya hampir sama dengan ketentuan yang berlaku di transaksi musyarakah.
Namun yang membedakannya adalah pada pertanggung jawaban keuangan
para mitra. Dalam transaksi mudarabah pertanggung jawaban keuangan
ditanggung pihak yang menyediakan modal (sahibul mal). Apabila usaha
mengalami kerugian, maka sahibul mal yang menanggungnya, sedangkan
pengusaha (mudarib) mengalami kerugian waktu dan tenaga. Hal ini terjadi
apabila kerugian diakibatkan tanpa disengaja seperti bencana alam dan
sebagainya. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian mudarib dan adnaya
unsur kesengajaan, kerugian keuangan ditanggung mudarib.

Sistem Bagi Hasil dalam Mudarabah

Para ulama telah sepakat bahwa mudarib tidak diperbolehkan mengambil
keuntungan mudarabah tanpa kehadiran sahibul mal. Kehadiran sahibul mal
merupakan salah satu syarat dalam pembagian keuntungan. Keuntungan harus
dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada
awal akad. Dalam mudarabah mudarib dianggap melakukan pekerjaan untuk
dirinya sendiri, oleh karena itu apabila tidak mendapatkan keuntungan mudarib
tidak berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Menurut Ibnu Taimiyah keuntungan harus dibagi di antara sahibul mal
dan mudarib, akan tetapi jika pihak mudarib sebagai pengelola melakukan
perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun sahibul mal secara
eksplisit maupun kebiasaan, ia harus mempertanggungjawabkan atas
kesalahannya. Ketentuan ini bertujuan untuk memeriksa setiap terjadinya
kesalahan dari penggunaan modal oleh mudarib.

Pembagian keuntungan dilakukan sesudah modal dikembalikan kepada
pemilik. Keuntungan merupakan tambahan dari modal, karena itu untuk
mengetahui adanya keuntungan modal harus disisihkan terlebih dahulu. Jika
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sebelum melakukan pengelolaan modal yang ada di tangan mudarib musnah

sebagian kemudian mudarib mengelola modal yang tersisa, maka keuntungan

yang diperoleh harus dipotong terlebih dahulu untuk mengganti modal yang
musnah. Sisa yang ada merupakan keuntungan yang dibagikan.

Ulama Syafi’iyah membolehkan pembagian keuntungan sebelum
dilakukan pengembalian modal. Hal ini terjadi ketika sebagian harta
mudarabah masih berbentuk barang. Pembagian keuntungan ini tidak bersifat
tetap. Bila kemudian usaha mengalami kerugian, maka keuntungan yang sudah
dibagikan harus ditarik kembali untuk mengganti modal yang hilang. Hal ini
berbeda seandainya sudah terjadi pengembalian modal dan pemilik
memberikan kembali kepada mudarib. Bila usaha yang dilakukan mudarib
kemudian mengalami kerugian, maka pembagian yang sudah dilakukan tidak
bisa ditarik lagi untuk menutup kerugian tersebut. Hal ini disebabkan adanya
akad baru dengan terjadinya pengembalian modal.

Para ulama telah sepakat bahwa ketika akad dianggap cacat dan
mudarib belum bertindak mengelola modal yang diberikan maka akad harus
segera dibubarkan. Para ulama berbeda pendapat ketika cacatnya akad
diketahui sesudah adanya tindakan mudarib mengelola modal. Syafi’iyah dan
Hambaliyah mengatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan mudarib
dipandang cacat. Hanya saja seluruh keuntungan yang diperoleh menjadi hak
dari pemilik modal, karena keuntungan merupakan tambahan dari modal yang
diberikan dan bila terjadi kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab
pemilik modal. Mudarib dalam akad yang cacat berhak memperoleh upah atas
kerjanya secara wajar baik usahanya mengalami keuntungan ataupun tidak.

Mazhab Malikiyah membagi upah yang diberikan kepada pengelola
modal dalam mudarabah yang cacat menjadi kemungkinan yaitu:

a. Upah yang wajar sesuai kebiasaan untuk pekerjaan yang sama. Upah ini
diberikan apabila sahibul mal dalam pengelolaan, mudarib harus
berkonsultasi sebelum melakukan suatu transaksi atau adanya syarat
bahwa tindakan mudarib harus dilakukan bersama orang yang sudah
ditentukan. Upah harus diberikan kepada mudarib terlepas dari usaha yang
dilakukan, baik menghasilkan keuntungan atau tidak.

b. Mudarib memperoleh nisbah bagi hasil sebagaimana mudarabah yang
umum berlaku. Hal ini diberlakukan bila cacatnya akad disebabkan modal
mudarabah berbentuk barang perniagaan, adanya batasan waktu
pelaksanaan, adanya persyaratan agar mudarib menjamin semua kerugian
atau adanya perselisihan dalam nisbah pembagian hasil keuntungan.

c. Mudarib memperoleh pembagian nisbah bagi hasil dari keuntungan yang
dihasilkan ditambah upah atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini berlaku
bila pemberi modal memberikan suatu barang dan menyuruh mudarib agar
harga penjualan yang diperoleh dipergunakan sebagai modal mudarabah.

Konsep Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, umumnya suatu kontrak
mudarabah digunakan dalam perbankan syariah untuk tujuan dagang jangka
pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Para nasabah (mudarib) mengikuti
kontrak-kontrak mudarabah dengan perbankan syariah. Nasabah setelah
menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai
tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan
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menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya
pendanaan, nasabah memberikan kepada bank segala perincian mendetail
yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua
biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, nasabah
menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut
harga jual yang diharapkan, arus kas (cah flow) dan batas laba (profit
margin), yang selanjutnya akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan
apapun tentang peendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang
diperlukan jika ia telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas
dana yang diberikan (Abdullah, 2004).

Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah merupakan salah satu
bentuk produk lembaga bank syariah yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat atau nasabah dalam rangka penambahan modal kegiatan usaha.
Salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah menyalurkan
pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah atau
akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam akad kontrak kerjasama usaha ini dikenal dalam sebuah teori
umum yang diberi nama teori pertukaran (the theory of venture) atau dengan
istilah lain merupakan kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan
kepastian pendapatan bagi hasil, dimana pihak-pihak yang bertransaksi
bersama-sama memperoleh bagian keuntungan, dan menanggung risiko
kerugian bersama pula, atau disebut jenis kontrak/akad dalam kelompok
natural uncertainty contracts. Hal tersebut berbeda dengan jenis
kontrak/akad dalam kelompok natural certainty contracts yang cenderung
menekankan pada kontrak bisnis yang memberikan kepastian pembayaran
baik dari segi jumlahnya maupun waktunya serta cash-flownya bisa
diprediksi secara pasti.

Menurut Karim, yang dimaksud dengan natural uncertainty
contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan
kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun
waktunya (timing). Tingkat returnnya bisa positif, negatif atau nol. Yang
termasuk kontrak jenis ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak
investasi ini secara sunatullah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti.
Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined. (Karim, 2013).

Profit Sharing dan Revenue Sharing

Sistem bagi hasil ada pada produk pendanaan dan ada juga pada
produk pembiayaan yang berbasis ekuitas. Akad yang digunakan dalam
sistem bagi hasil pada produk pembiayaan adalah akad mudarabah dan
musyarakah seperti yang telah disinggung di atas. Sistem bagi hasil pada
perbankan syariah di Indonesia menggunakan dua metode yaitu bagi hasil
dengan metode profit sharing dan metode bagi hasil revenue sharing.

. Profit Sharing

Salah satu karakteristik bank syariah adalah adanya mekanisme bagi
hasil. Bagi hasil atau dengan istilah lain (istilah yang diambil dari
terminologi asing dari bahasa Inggris) disebut juga dengan profit sharing
secara sederhananya mempunyai pengertian yang sama yaitu pembagian laba
(Muhammad, 2002). Menurut Muhamad profit sharing adalah “distribusi
beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan” lebih
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lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus utang tunai
tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun
sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.
Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan
(total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil
didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi
dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit
and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara
untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah
dilakukan.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan
bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola
modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana
di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika
mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di
awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan
ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal
investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal
tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah
dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan
pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya
yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia
bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa
dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan
dan biaya menjadi balance (Falah, 2003). Keuntungan yang dibagikan
adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih
atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

. Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua
kata yaitu, revenue yang berarti ‘“hasil”’, “penghasilan”, “pendapatan”.
Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti “bagi” atau
“bagian” (Shadily,1995). Revenue sharing berarti “pembagian hasil,
penghasilan atau pendapatan”.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang
diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan
jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales
revenue), (Lowes, 1994). Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang
mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang dihasilkan dari kagiatan
produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi
tersebut.

Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya
(total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor
(gross profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan
keuangan. Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti
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revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari
hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total
pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang
tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok
penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan
tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan
keuntungannya (profit).

Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan. Yang dimaksud
dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang
diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan
yang diberikan oleh bank. Revenue pada perbankan Syari’ah adalah hasil
yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk
aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini
merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil
penerimaan bank. Perbankan Syari’ah memperkenalkan sistem pada
masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang
dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan
biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan adalah
perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang
diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada
pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan
kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk
produk pendanaan bank.

Berikut adalah perbedaan dalam perhitungan profit sharing dan revenue

sharing.

Tabel 2
Perbedaan Perhitungan Profit Sharing dan Revenue Sharing

Uraian Jumlah Metode
Penjualan 100 Revenue Sharing
Harga Pokok Penjualan 65

Laba Kotor 35

Beban 25

Laba Rugi Bersih 10 Profit Sharing
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C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, faktual,
akurat dan sistematis mengenai masalah-masalah yang terdapat pada obyek
penelitian yaitu tentang konsep bagi hasil dalam ekonomi islam, praktik sistem bagi
hasil dengan profit sharing dan revenue sharing pada perbankan syariah serta
penerapan bagi hasil pada perbankan syariah Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Praktik Pembiayaan Bagi Hasil

Penyertaan modal (pembiayaan) dengan sistem bagi hasil meliputi
penyertaan melalui akad-akad mudarabah dan musyarakah. Karakteristik dari akad
mudarabah adalah adanya dua pihak yaitu yang satu sebagai pemilik dana dan
(shahibul mal) dan yang lain sebagai pengelola usaha (mudarib). Pada akad
mudarabah di perbankan syariah dikenal apa yang disebut “dua tahap” atau “two-
tier” mudarabah. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga perantara
atau intermediaries sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan
kembali kepada masyarakat dalam pelbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan
modal.

Dengan demikian, maka perbankan syariah dikenal ada dua sisi peranan
bank, yaitu pada sisi penghimpunan dana masyarakat, bank berperan sebagai
pengelola usaha (mudharib) melalui akad mudarabah dengan pemiik tabungan
mudarabahdan deposito (shahibul mal), serta pada sisi penyaluran dana kepada
masyarakat, bank dapat pula berperan sebagai pemilik dana (shahibul mal) melalui
akad mudarabah dan musyarakah, dengan nasabah sebagai pemakai dana
(mudarib).

Sistem profit and loss sharing (PLS) yang diterapkan dalam praktik
perniagaan (bisnis) dan perbankan syariah pada hakikatnya adalah untuk
menghilangkan unsur bunga yang menurut pandangan Islam merupakan riba yang
dilarang. Dalam praktik perbankan, menunjukkan bahwa bank syariah dalam
menerapkan sistem PLS mengenal dua sistem, yaitu: profit sharing dan revenue
sharing.

Dalam konteks pembiayaan mudarabah dan musyarakah pada perbankan
syariah di Indonesia menggunakan kedua jenis pendekatan ini, ini semua
tergantung bank yang bersangkutan untuk memilih pendekatan yang akan
digunakan dalam menerapkan sistem bagi hasilnya. Dalam hal ini DSN-MUI
mengeluarkan fatwa No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil
Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, bahwa pembagian hasil usaha di dalam
suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit
Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal
(ra’su al-mal) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil
(Net Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah
dikurangi modal (ra’su al-mal); dan masing-masing memiliki kelebihan dan
kekurangan (MUI, 2014)

Penelitian yang dilakukan Ngadirin Setiawan (Setiawan, 2016) ia
menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa, di antara tiga perbankan syariah besar di
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Indonesia yaitu BTN Syariah, BSM dan BNI Syariah, dua diantaranya (BTN
Syariah dan BNI Syariah) cenderung menggunakan pendekatan profit sharing,
sedangkan sisanya (BSM) lebih mengacu pada pendekatan revenue sharing.
Menurutnya lagi pendekatan revenue sharing yang diimplementasikan oleh BSM
dikonversi menggunakan exspektasi rate dengan angka persentasi tertentu (flat)
dari jumlah modal kerja yang diberikan.

Alasan bagi pihak perbankan syariah menggunakan pendekatan revenue
sharing, antara lain:

1. Sebagai manajer investasi, bank syariah dapat mengelola atas dana nasabah
dengan menggunakan akad mudarabah dan musyarakah atau sebagai agen
investasi, dimana bank berkewajiban untuk mengendalikan risiko atas dana
nasabah yang diinvestasikan, dengan harapan memperoleh keuntungan
berdasarkan nisbah yang disepakati dalam akad.

2. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah harus mampu
mengendalikan risiko atas kerugian (loss) dalam pemberian pembiayaan
mudarabah dan musyarakah.

3. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 07/2000 antara lain menyatakan bahwa:
penyedia dana yaitu perbankan syariah menanggung semua kerugian akibat dari
mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali
diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

Kontrak mudarabah harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak.
Suku laba harus berupa rasio dan bukan berupa jumlah tertentu uang. Dalam
kaitannya dengan upah dan pembagian keuntungan menggunakan nisbah. Nisbah
keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak,
bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu
misalnya adalah 50 : 50, 70 : 30, atau 60 : 40, atau bahkan 99: 1, jadi nisbah
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Dalam praktik bank syariah di Indonesia, tidak murni berdasarkan ketentuan
besarnya nisbah dari profit sharing, tetapi justru dikonversikan dengan nilai
persentase tertentu, misalnya 9,25% s/d 18% pertahun berdasarkan nilai modal
kerja kredit pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Hal tersebut nampak pada
saat perhitungan angsuran perbulan yang diolah dengan sistem aplikasi komputer.

Dalam mengimplikasikan sistem bagi hasil (profit and loss sharing)
pembiayaan mudarabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia memiliki
kesamaan/kemiripan yang cenderung menggunakan pendekatan profit sharing dan
revenue sharing, yaitu dengan menetapkan nisbah dalam jumlah persentase tertentu
pada saat awal akad yang sudah ditetapkan oleh pihak bank berdasarkan
kesepakatan kedua pihak serta perhitungannya dimasukkan dalam suatu sistem
aplikasi program yang bersifat given (tetap dan pasti) sehingga mudarib
membayarkan cicilan/angsuran setiap bulannya dalam jumlah tertentu sesuai akad
(kontrak) tanpa memperhitungkan besarnya perolehan keuntungan/kerugian yang
dicapai oleh mudarib dalam menjalankan kegiatan usahanya. Atau dengan kata lain,
penetapan besarnya presentase nisbah bagi hasil bukan berdasarkan pada angka
perbandingan profit sharing dengan angka 50 : 50, 70 : 30, atau 60 : 40, bagi
pendapatan atau keuntungan bank, tetapi dalam praktik cenderung berdasarkan
besarnya persentase rate 9% s/d 18% per tahun.
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Praktik pembiayaan bagi hasil tersebut tidak jauh berbeda atau memiliki
kemiripan dengan praktik pada bank konvensional, yang mengandung unsur riba.
Hal tersebut semata-mata hanya didasarkan untuk kemudahan dalam memasukkan
ekspektasi rate ke dalam sistem program aplikasi komputer yang sudah dirancang
dari kantor pusat. Praktik yang menyimpang dalam pembiayaan beerbasis bagi
hasil tidak hanya terjadi di lingkungan perbankan syariah di Indonesia. AlShattarat
dan Atnih (2016), menyatakan bahwa dalam praktik perbankan Islam sulit sekali
memunculkan penggunaan kontrak mudarabah (bagi hasil) dalam skala besar dan
penggunaan kontrak ini telah keluar dari kontrak semestinya. Farooq (2007), juga
menyatakan dalam hal yang senada bahwa lembaga keuangan Islam terus
meminggirkan sistem PLS, ini semua tidak lain kemasan produk perbankan
konvensional yang di bawah label Islam.

2. Permasalahan Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di
Indonesia

Pembiayaan bagi hasil adalah pola pembiayaan yang mencerminkan spirit
perbankan syariah. Dengan alasan sebagai berikut: pertama, pembiayaan bagi hasil
dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Hal ini
dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis asset (asset-
based). Artinya, bank syariah bertransaksi berdasarkan asset riil dan bukan
mengandalkan pada kertas kerja semata. Sementara di sisi lain, bank konvensional
hanya bertransaksi berdasarkan paper work dan dokumen semata, kemudian
membebankan bungan dengan persentasi tertentu kepada calon investor. Kedua,
investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru.
Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat
akan bertembah. Ketiga, pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya
pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko.
Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada
akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa ini. Bila ditinjau dari sisi nasabah,
nasabah akan membandingkan secara cermat antara expected rate of return yang
ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh
bank konvensional.

Namun dalam perjalanan perbankan syariah tidaklah mudah. Masalah
kecilnya jumlah pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan permasalahan
pokok yang sampai saat ini tidah terpecahkan walaupun Bank Indonesia telah
menargetkan di dalam blue print perbankan syariah nasional yaitu 40% proporsi
untuk pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah dalam rentang waktu
2008-2011. Karena target tersebut tidaklah serta merta langsung tercapai, namun
perlu waktu untuk merealisasikan itu semua ke arah yang diinginkan. Banyak
kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam menerapkan sistem bagi hasilnya,
seperti adanya kendala-kendala teknis baik internal (bank) maupun eksternal (calon
nasabah).

Noraina Mazuin Sapuan (2016) menyatakan bahwa pada kenyataannya,
pembiayaan mudarabah (profit sharing) kurang disukai dibandingkan dengan
instrumen pembiayaan utang. Hal ini disebabkan adanya informasi yang tidak
sempurna yang melekat dalam pembiayaan mudarabah (profit sharing).

Menurut Hadi (2011) Tingginya risiko menjadi pertimbangan utama
mengapa bank syariah kurang tertarik untuk memberikan pembiaayaan mudarabah,

77



karena terkait dengan perilaku moral hazard nasabah. Menurutnya lagi, padahal
kunci keberhasilan pembiayaan bagi hasil sangat tergantung pada karakter nasabah.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rajesh dan Terik (2000), pembiayaan
dengan prinsip profit loss sharing pada bank Islam mengalami kendala seperti
moral hazard, kendala pengawasan dan risiko yang tinggi. Hart dan Moore (1998)
sebelumnya telah menyimpulkan bahwa kontrak profit and loss sharing lebih sering
tidak diikuti kejelasan pengawasan operasional usaha dan pengawasan cash flow.
Pendapat Hart dan Moore (1998) sejalan dengan Rajesh dan Terik (2000).

Persoalan lain muncul dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakah
adalah kredit macet. Para peneliti berusaha untuk mencari solusi dalam
memecahkan persoalan kredit macet ini. Salah satu penelitian yang dilakukan
Zeyneb Hafsa Orhan Astrom (2013), dalam penelitiannya berjudul Credit Risk
Management Pertaining To Profit and Loss Sharing Instrument In Islamic Banking.
Zeyneb berusaha untuk memberikan sebuah pendekatan baru di bidang proses
manajemen risiko kredit terhadap instrumen Profit loss Sharing (PLS) di bank
syariah. la mencoba menawarkan solusi bagi permasalahan ini, yaitu kesepakatan
kontrak awal pembiayaan, kesepakatan akuntansi, transparansi dan keterbukaan
informasi.

Sedangkan Tasawar Nawaz (2013) menemukan model baru dalam
menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara penyalur kredit dengan
peminjam, jadi bagi hasil bukan lagi merupakan hal yang sulit karena ada model
atau persamaan matematika yang dapat digunakan dalam perhitungan bagi hasil
antara mudarib dan shahibul mal. Berbeda dengan Tasawar (2013), Rasem N.
Kayed (2012) ia menyatakan masalah terletak pada lembaga keuangan dan
pemangku kepentingan lain pada konstruksi dan semangat Musyarakah (sistem bagi
hasil) itu sendiri. Kegagalan Musyarakah memainkan peran konstruktif dalam
pengembangan kewirausahaan adalah karena sikap dan perilaku lembaga keuangan
Islam enggan untuk mengakomodasi kewirausahaan melalui penerapan kontrak
PLS.

E. KESIMPULAN

Sistem bagi hasil merupakan landasan investasi dan karakteristik umum
landasaran dasar operasional bank syariah dalam upanya menggerakkan sektor
rilldan menciptakan sistem perekonomian yang berkeadilan. Dalam
menyalurkan pembiayaan bank syariah menggunakan dua produk yang
berlandaskan dengan sistem bagi hasil, yaitu akad mudarabah dan musyarakah.
Bagi hasil yang diterapkan ada perbankan syariah di Indonesia menggunakan
dua pendekatan, yaitu pendekatan profit sharing dan revenue sharing. Dalam
praktiknya kedua sistem bagi hasil ini masih mengacu kepada exspektasi rate
dengan angka persentasi tertentu (flat) dari jumlah modal kerja yang diberikan.

Berbagai permasalahan muncul seiring penerapan sistem bagi hasil di
perbankan syariah, dimulai dari minimnya porsi penggunaan akad bagi hasil
dalam lembaga perbankan syariah, impormasi yang tidak sempurna, moral
hazard, pengawasan, risiko kredit macet, dan sikap enggan pihak perbankan
syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.
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